. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NOTA DINAS
Nomor : IMI.1-PL.03.06.3-1760

Yth. . 1. Para Direktur di lingkungan Ditien Imigras!
- 2. Para Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga
3. Para Kasubag Tata Usaha di lingkungan Ditjen Imigrasi

Dari . Kepala Bagian Pengelolaan EMN dan Rumah Tangga
Perihal . penertiban Barang Milik Negara Ditjen Imigrasi
Lampiran : 2 (dua) barkas

Tanggal : 03 Juli 2013

Sﬁ

sehubundan dengan surat Kepala Biro Petlengkapan Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia Nomor : SEK.4.PL.04.01-73 tanggal 04 Februari 2013 peribal Penertiban
Pernanfaatan Barang Millk Negara serta mengacu pada Instruks Menteri Hukum dan HAM
Republik Indenesia Nomor : M.HH-01.0T.03.01 tanagal 27 Maret 2013 tentang Pelaksanaan
Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah Negarz, Kendaraan dan Barang
Bergerak lainnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republlk Indonesia, bersama ini
dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berfkut :

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Kementgfian
Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia tersabut di atas, agar kiranya para pejabat yang telah mutasi dan masih
menggunakan barang milik negara seperti: mobil, motor, Note Book, Kamera, Handy
Cam, Voice Recorder dan barang milik negara lainnya agar segera melakukan penyerahan
inventaris barang milik negara tersebut kepada Kasubag Tats lisaha pada masing-
masing Direktorat dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasubag Pengelolaan Barang
Millk Negara dan Rumah Tangga dan bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal
Imigrasi menyeratikan langsung kepada bagian Pengelolaan BMN dan Rumah Tanggs;

2. Bahwa bagl para pejabat yang masih aktf di lingkungan Dirgktorat Jenderal Imigrasi
dimohon untuk mengembalikan inventaris barang milik negara apablia tidak digunakan
untuk kepentingan dinas ;

3. Bahwa Inventaris barang milik negara tidak diperkenankan untuk digunakan/dipinjamkan
kepada pihak ketiga;

4. Pengembalian barang millk negara tersebut agar dibuatkan Beritd Acara Serah Terima
dan ditembuskan ke bagian Pengelelaan BMN dan Rumah Tangga.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menaharapkar ketentuan tersebut dapat
dijalankan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih,

Sahala Pasaribu, S.50s,, S.E., M.M,
NIP. 19590606 198403 1 001

Tembusan .
- Sekretaris Direktorat Jenderal Imigras
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INSTRUKS]I MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANIUSIA

REPUBLIK INDONESIA
MNOMOR - M.4HH-01.07.03.01L Tahun 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH. RUMAH
NEGARA, KENDARAAN DAN BARANG BERGERAK LAINNYA DI LINGKUNGAN |
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAI ASAS] MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Memmbang

Mengingat

Kepada

MENTERI HUKUM DANK HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK ENDONESIA,

batwa untuk melaksanaksn ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolasn Barang Milik Negara/Daerah
sehagaimana telah diubah dengan Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.
perlu menetapkan Insfruksi Menteri Hukum dan HAM fentang Penertiban Barang
Milik Nepara Berupa Tanah, Bangunan Kantor, Rumah, Kendaraan Bermotor dan
barang hergerak lmnnya di lngkungan Kementenian Hukum dan Hak Asusi
Manusia Republik Indonesia.
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Undang Undang Nomor 11 Takun 1969 tentang Pensiun Pegawan dan Peasiun

Janda/duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Nomor 12, Tamtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906),

Peraturan’ Pemerintah Nomor |1 Tahup 1994 tentang Rumah Negary
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tllmhahari
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diuhal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 (L embaran
Negara Republik Indonesia Tahup 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

Pemerintah Nomor 6 Tohun 2006 temtang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negars Republik [ndonesa Tahun 2006 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sshagaimana telah diybah dengen Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),

Pesaturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
WeagraDasrah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, r ambahian Lembaran Heﬁgara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peratiran Menteri Hukum dan HAM RI No: MHH-01-0T.01.01 tahun 2010
tentang Orgafisasi dan Tata Ker|a Kementerinn Hukum dun Hak Aisas
Manusia Republik Indonesia.

MENGINS TRUKSTKAN,

Sektetans Jenderal
Inspektur Jenderul

Para Direktur Jenderal

Para Kepala Badan
Para Eepaly Ezintbr Wilayah
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Melakukan penertiban Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan kantor,
rumzh, kendataan bérmotor dan barang bergerak lainnya pada sajuan Kerju
masing-masing. '

Khusus kepada :

1. Sckretans Jenderal

Memhbuat Surat Fdaran vang memual tenfang :

8. Penertiban dokumer, administrasi dan fisik Barang Milik Negara dari segi
penatausahaan, penggunaan atay pemanfaatan vang tidak sesuai ketentuan
terkuitl pengelolaan Bargng Milik Negara; . |'

b, Kewajiban setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hulkum dan Hak
Asasi Manusia yang aken memasuki masa puma bhakti/mutasi/promosi
ke lantor/satuan kerja lain, untuk menyerahkan Barang Milik Negara
berupa tansh, bangunan kantor, rumah tiegara kendaraan bermotor
dunjatau baranp bergerak lminnya yang digunakan/dikuasai olsimys
kepada Kuasa Pengguna Barang sebejum masa dinasnya berakhir.

¢ Dokumen yang diperfukan unfuk memastikan penyzrahan dimaksud,

2. lnspekiur Jenderal agar melakukan pengawasan atas pelaksanaan instruks
menter ini dan membentuk Satuan Tupas Penertiban Barang Milik Negara

1. Memmjuk Pejabat Eselon T yang bertanggungjawab di bidang Barang Milik

Negars di lingkungan Unit Eselon 1 dan Kantor Wilayah masing-masing

sebagai penanggungjawah pelaksanaan kegiaten sebagaimana dimaksud

datam Dikoum kesatug

Menugaskan kepada penanggungjawab pelaksanasn kegiatan unituk

meldkukan

o koordinasi internal i lingkungan unit eselon | atau kantor wilayah
MAsing-masing,

b, koordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan ’:\I-r:g,ng
(KPPN) di wilayah unit kerja dalam rangka penerbitan Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji,

¢, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pejabat
Eselon | masing-masing.

Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan  penuh tangoungiawab  dan

melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri setiap tahun anggaran

dengan tembusan kepada Inspekiur Jenderal selaku pengawas atas pelaksanaan

Instruksi Meaters ini.

Dencen berlakunya instruksi ini maka Surat Edaran Kepala Biro Perlengkapan

dinyatakan tidak berlaku.

b

- Instruksi ini mulat berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
paca anggal 127 Marer 2013

MENTERI HUELN DAN HAK ASAST MANUSIA
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